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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Nomor W3.A9/25/0T.01/1/2020
TENTANG
PENETAPAN/REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

a. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama ( IKU ) Instansi Pemerintah;

b. Bahwa masa RPJM 2015-2019 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Pengadilan Agama
Muara Labuh merasa perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama ( IKU ) untuk
menyongsong RPJM 2020-2024;

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 14 tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keungan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;

5.  Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 5 Februari 2007
tentang Pemberlakuan Buku Il, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang pemisahan Panitera dan Sekretaris
Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG PENETAPAN/

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PENGADILAN AGAMA MUARA
LABUH

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh
untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun
dokumen Penetapan Kinerja, menyusun LKjIP serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai
dengan Dokumen Renstra Pengadilan Agama Muara Labuh 2020-2024.

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama

Muara Labuh ditugaskan untuk :

1. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap bagian dan atau kelompok dalam rangka menyajikan
keandalan informasi yang disajikan dalam LKjIP.

2. Melakukan Evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara
Labuh.

Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

. Muara Labuh
: 02 Januari 2020

S.Ag., MH.




